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ABTRACT
This research is quantitative research to exam of the application performance
based budgeting. The sample used in this study is the populated sample of the
entire regional work units (SKPD) Bengkulu city government. It means all the
entire regional work units (SKPD) Bengkulu city government found in Bengkulu
Town taken as the sample of this study. Tests carried out on the data obtained
from questionnaires of 51 respondents. While the technique used to test the
hypothesis of this research are the F- test and T-test with a significant level of 5%.
From the results of the F- test and T- test computation found that of the Planning
budget variable have a negative impact to the performance accountability of
public institution.management area in Bengkulu city government on education,
while implementation, reporting and evaluation budget variable have a positive
impact to the performance accountability of public institution.management area
in Bengkulu city government on education.
Keywords : Performance Based Budgeting planning budget, the implementation
of the budget, reporting / accountability budget, and performance evaluation,
Performance Accountability of Public Institution
PENDAHULUAN
Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang
dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan balanja dalam
satuan moneter. Anggaran disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh
kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka
waktu yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Anggaran dibuat untuk
merencanakan serta merincikan seluruh dana kegiatan dalam organisasi sektor
publik. Bila menyinggung soal anggaran maka hal itu sangat sensitif bagi sektor
swasta karena mereka menganggap anggaran tersebut bukan sesuatu yang untuk
di publikasikan. Tetapi lain halnya jika membicarakan di sektor publik, publik
sudah layaknya mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan,
dilaksanakan sampai ke tahap evaluasi kinerja anggaran.
Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada
tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang harus diberikan
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Halim, 2007). Pengelolaan
pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran
pemerintah daerah.
Tuntutan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas
publik pemerintah melakukan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses
penyusunan APBD yang dinamakan reformasi anggaran dengan penerapan
anggaran berbasis kinerja. Hal itu dilakukan agar terwujud pemerintah yang dapat
dipercaya, profesional  dan akuntabel. Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan negara telah
menetapkan penggunaan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang merupakan
suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang
ingin dicapai. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 21 tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini,
disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi
manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-
kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan
dalam target kinerja pada setiap unit kinerja (Halim, 2007). Anggaran berbasis
kinerja berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi,
misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan
sumber daya pada program dan memakai ukuran output sebagai indikator kinerja
organisasi. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi
berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya
kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik
(Mardiasmo, 2002).
Menurut LAN Tahun 2008 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran
sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar
terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya
penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahapan proses
penyusunan anggaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi
kinerja.
Menurut Harjanti (2009), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh yang sangat lemah
terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Sedangkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Nina (2009) menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis
kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi
pemerintah daerah. Karena hasil penelitian tersebut peneliti ingin meneliti tentang
penerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Bengkulu.
Dalam proses penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia tidak lah
mudah hal itu disebabkan oleh karena perubahan sistem penganggaran. Selain itu
tantangan untuk merubah mindset lembaga eksekutif dan legislatif juga
merupakan tantangan yang berat. Terutama mindset DPR dalam rangka
pembahasan dan penetapan APBD berubah menjadi output base tidak lagi input
base.
Pemerintah Kota Bengkulu telah menyesuaikan struktur APBD secara
bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pergeseran sistem
anggaran tradisional ke sistem berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan data APBD Tahun 2011 dan 2012
secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan
perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya. Sesuai dalam LAKIP
Kota Bengkulu dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2011 dan 2012 menunjukkan
bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realiasasi anggaran
kegiatan terdapat ketidaktercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara dana yang
dianggarkan dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran.
Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Bengkulu secara kumulatif
adalah sebesar 94,293 %. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif
ini, maka kinerja Kota Bengkulu dapat dikategorikan tercapai dan berhasil. Secara
umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan
kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program,
sinergitas antara program yang satu dengan lainnya, kurang tertibnya unit kerja
dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja serta masalah
anggaran yang harus didistribusikan dengan baik untuk menunjang program
pembangunan (LAKIP Kota Bengkulu 2012).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah: a. Apakah Perencanaan Anggaran
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu?
b. Apakah  Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Bengkulu? c. Apakah  Pelaporan/Pertanggungjawaban
Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Bengkulu? d. Apakah Evaluasi Kinerja Anggaran berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu?
Tujuan yang ingin dicapai dalam peneliian ini adalah untuk menguji secara
empiris 1. pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Bengkulu 2. pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. 3. pengaruh
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Bengkulu. 4. pengaruh Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. New Public Management
Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen
sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan
kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang
fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar
perubahan kecil dan sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peran
pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut
adalah pendekatan New Public Management (NPM). Model NPM berfokus pada
manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan.
Penggunaan paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada
pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan
biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.
Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasi
yang sedemikian rupa sehingga administasi publik sebagai penyedia jasa bagi
masyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien
dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1995)
dalam Mardiasmo (2002).
2.2. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara
kuantitatif, yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan ukuran lain,
yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2006).
Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam
bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam
bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi
mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas Mardiasmo (2002).
2.3. Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem anggaran
yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan
rencana strategis organisasi (Bastian 2006).
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah
penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin
dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).Sesuai dengan pengertian
anggaran bebasis kinerja, diharapakann adanya efisiensi dalam membuat
anggaran.
Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan
pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.
Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang
berarti berorientasi pada kepentingan publik ( Mardiasmo,  2002).
Proses penyusunan anggaran daerah terlebih dahulu mengakomodir dan
menyeleksi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam jangka waktu
tertentu sehingga angka-angka yang tercantum dalam anggaran sebanding dengan
pemenuhuhan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran berbasis kinerja
menghendaki terciptanya program dan kegiatan yang baru (inovasi) dan strategi
untuk menyiasati keterbatasan sumber daya.
2.4. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Tujuan penerapan ABK yaitu:
1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerjayangakan
dicapai (directly linkages between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan(operational
efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalammelaksanakantugas
dan pengelolaan anggaran (more flexibilityand accountability).
Menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasisi Kinerja (Deputi IV
BPKP), kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan
implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :
1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,waktu
dan orang).
4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.
2.5. Kerangka Kerja Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara
sistematik. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja
menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP
(2005) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis
kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang
dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievalusi dan diperbaiki
terus menerus.
Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan
bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam
rencana strategik secara keseluruhan.
Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan
persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran
tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan
yang telah disetujui masing-masing instansi menyusun rencana operasional
tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah
dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya
termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya.
Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang
telah disetujui dan renacana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja.
Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat
kepada pihak yang menerima amanat tentang target –target kinerja yang akan
dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah
ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif
yaitu dokumen kontrak kinerja.
2.6. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja
Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja, terdapat beberapa karateristik dalam anggaran berbasis
kinerja,karateristik dalam anggaran berbasis kinerja diantaranya:
1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai
2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai
3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan ABK
4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja
2.7. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja
Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikanya prinsip-
prinsip anggaran berbasis kineja. Menurut Halim (2007) prinsip-prinsip anggaran
berbasis kinerja yaitu:
1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
2. Disiplin anggaran
3. Keadilan anggaran
4. Efisiensi dan efektivitas anggaran
5. Disusun dengan pendekatan kinerja
2.8. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut Nordiawan (2006) mengemukakan tahap-tahap penyusunan
anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :
1. Penetapan strategi organisasi
2. Pembuatan tujuan
3. Penetapan aktivitas
4. Evaluasi dan pengambilan keputusan
2.9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan  LAN Tahun
2008, akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban
seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan
dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa
laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini
merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit
organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan
kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya
manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber
daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam,
peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.
Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan
bahwa  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dakam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
2.10. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara,
pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang
bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya
secara konsisten dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang
diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dantujuan
yang telah ditetapkan.
2.11. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan,
instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap
sebagai berikut:
1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja
secaraberkesinambungan.
2.12. Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis
Perencanaan anggaran merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi
ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.
Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang
dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan
yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan (Winardi, 2007).
Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa sebelum instansi melakukan operasinya,
setiap kepala bagian harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang
akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-
kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana
tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. anggaran sangat
berpengaruh dalam keberlangsungan suatu instansi. Dalam sektor publik,
penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap
program dan aktivitas satuan moneter. Penganggaran harus baik dan efektif,
apabila tidak akan berdampak pada kegagalan perencanaan yang telah dibuat
sebelumnya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Anggaran sektor publik
mempunyai pengertian tersendiri yakni suatu rencana kegiatan dalam bentuk
perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik
menggambarkan kondisi keuangan organisasi sektor publik yang bersangkutan,
karena berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi itu diperiode
mendatang yang tentunya juga dalam ukuran satuan moneter. Anggaran publik
merupakan cerminan dari berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa
banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana
tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan
judul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya
Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa  terdapat pengaruh Perencanaan
Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat
Kota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai
berikut:
H1:Perencanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Menurut Permendagri Nomor 3 tahun 2007 pengertian pelaksanaan
Anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna Anggaran.
Pelaksanaan anggaran yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit
kerja yang ada di dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan setiap
manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisis anggaran
disampaikan pada redaksi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan
judul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya
Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa  terdapat pengaruh Pelaksanaaan
Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat
Kota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai
berikut:
H2:Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja,
besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau
kegiatan atau program yang telah dilaksanakan (Mardiasmo, 2002).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Pelaporan
keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan manfaat keputusan baik
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan
menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pelaporan
Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kota Pare-
Pare yang positif dan signifikan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai
berikut:
H3:Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Anggaran merupakan alat pengendalian/pengawasan (controlling).
Pengendalian berarti melakukan evaluasi/menilai atas pelaksanaan pekerjaan
dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran dan melakukan
tindakan perbaikan apabila dipandang perlu. Selain itu, ada pula yang
menambahkan fungsi anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan
suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter.
Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-
taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi
setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.
Menurut Winardi (2007) tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar
organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka
pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut
dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga dengan
adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan
menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Evaluasi
Kinerja Anggaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Kota Pare-Pare yang positif dan tidak signifikan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai
berikut:







Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey
yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang
dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan
menggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini disebut juga kausatif yaitu hubungan
yang bersifat sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara
jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) dan
variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2012).
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu
veriabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah
akuntabilitas kinerja, sedangkan variabel independen adalah perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja
anggaran.
3.2.1 Perencanaan Anggaran
Perencanaan anggaran (Mardiasmo, 2002) adalah taksiran pengeluaran
atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan memperhatikan
uncertainty(tingkat ketidakpastian). Dalam perencanaan APBD menggunakan
pendekatan bottom up, pemerintah daerah perlu membuat dokumen perencanaan
daerah. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD menetapkan arah dan
kebijakan umum APBD. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa
perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah sistem
untuk mendukung tercapainya tujuan. Variabel ini diukur dengan instrumen yang
telah digunakan oleh Haspiarti (2012)  berdasarkan 6 indikator yaitu: visi, misi,
tujuan, sasaran program dan kegiatan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam
renstra organisasi. Daftar pernyataan terdiri dari 10 pernyataan. Perencanaan
anggaran di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak
setuju) menunjukan perencanaan anggaran tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju)
untuk menunjukan perencanaan anggaran sudah efektif.
3.2.2 Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2002) adalah dokumen yang membuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran. Pelaksanaan anggaran yaitu tahapan
dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam instansi.
Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Haspiarti  (2012)
berdasarkan 2 indikator yaitu penyediaan dana dan pelaksanaan pendapatan dan
belanja. Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan. Pelaksanaan anggaran di ukur
berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukan
Pelaksanaan anggaran tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju) untuk menunjukan
Pelaksanaan anggaran sudah efektif.
3.2.3 Pelaporan Anggaran
Pelaporan anggaran (Mardiasmo,2002) adalah penyandingan antara
anggaran dan realisasinya yang mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja,
besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau
kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Variabel ini diukur dengan
instrumen yang telah digunakan Haspiarti (2012)  yang terdiri dari tiga
pernyataan. Dalam pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja pelaporan
dibedakan menjadi laporan keuangan dan laporan kinerja yang mempunyai peran
yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Daftar pernyataan terdiri dari 3
pernyataan. Pelaporan anggaran di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya
nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukan Pelaporan anggaran tidak efektif dan nilai
5 (sangat setuju) untuk menunjukan Pelaporan anggaran sudah efektif.
3.2.4 Evaluasi Kinerja Anggaran
Evaluasi kinerja (Mardiasmo, 2002) diartikan sebagai suatu sistem dan
cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun
organisasi secara keseluruhan. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas laporan
kinerja, pimpinan bisa melakukan evalusi sehingga bisa mengetahui dan
menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi
penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa
mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan
tersebut.
. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan Haspiarti
(2012). Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan. Evaluasi kinerja di ukur
berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukan
evaluasi kinerja tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju) untuk menunjukan
Evaluasi kinerja sudah efektif.
3.2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan LAN Tahun 2008
adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggungjawaban secara periodik. Variabel ini diukur dengan instrumen
yang telah digunakan oleh Haspiarti (2012) berdasarkan 4 indikator perencanaan
stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi
kinerja bagi perbaikan kinerja. Yang dikembangkan menjadi daftar pernyataan
terdiri dari 10 pernyataan. AKIP di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya
nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan AKIP tidak efektif dan nilai 5 (sangat
setuju) untuk menunjukan AKIP sudah efektif.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek /subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2012). Menurut
Sugiono (2012) yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Bengkulu. Sampel pada penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu populasi sama dengan
sampel.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey dengan
menggunakan data primer yang dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan
untuk mengumpulkan data primer ini adalah melalui daftar pernyataan yang
disebut kuesioner yang disebar langsung ke seluruh SKPD di Kota Bengkulu.
Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner (Ghozali, 2011) Agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai
dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi
antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya.
Pengujian ini menggunakan metode Pearson Corelation dimana peneliti
ingin membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel. Jika korelasi skor
masing-masing butir pertanyaan dengan tiap konstruknya akan dikatakan valid
apabila signifikan pada level 0.05 (Ghozali,2011).
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal
yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima (Ghozali,
2011). Uji reliabilitas ini menggunakan tehnik Cronbach’s alpha (α). Kriteria
suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila
koefisien reliabilitas ( ri ) > 0,7 (Ghozali, 2011).
Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, yang pertama akan dilakukan
pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Uji asumsi klasik
yang digunakan yaitu :
Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki
distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila
sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data
dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu Kolmogrov –
Smirnov test. Jika nilai signifikan dari pengujian One-Sample Kolmogorov
SmirnovTest> 0,05 maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011).
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas merupakan pengujian untuk mengetahui ada atau
tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel independen dari model yang
diteliti. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antara variabel bebas.
Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel
independen. Untuk mengetahui ada tidaknya indikasi pada multikolinearitas
dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan varian inflantion (VIF). Artinya,
apabila nilai tolerance< 0.10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas
antara variabel independen. Sebaliknya, jika tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10,
maka tidak akan  terjadi multikolinearitas antara variabel independen (Ghozali,
2011).
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedasitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians
tidak konstan. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedasitas. Metode yang
digunakan untuk mendeteksi heteroskedasitas adalah dengan uji glejser dengan
probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan α = 5% atau 0.05 (Ghozali,
2011).
Uji Hipotesis
Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis
linier berganda (Multiple Linier Regresion) yang digunakan untuk mempengaruhi
ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini
dilakukan dengan persamaan :
Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+e
Keterangan:
Y   = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
α    = Konstanta
β    = Koefisien regresi Transparansi
X1 = Perencanaan Anggaran berbasis kinerja
X2 = Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja
X3 = Pelaporan Anggaran berbasis kinerja
X4 = Evaluasi Kinerja Anggaran berbasis kinerja
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskriptif Data
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kota Bengkulu. Data penelitan yang
di kumpulkan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke seluruh responden
atau SKPD yang bersangkutan. Kuesioner tersebut ditinggal dan diambil kembali
antara 2 hari sampai 10 hari setelah kuesioner tersebut diserahkan.
4.2 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif penelitian merupakan gambaran kodisi variabel dari
akuntabilitas kinerja dan penerapan anggaran berbasis kinerja (perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja
anggaran). Dari hasil kuesioner yang sudah terkumpul ditabulasikan kemudian
diolah menggunakan program SPSS 16.0. Kondisi variabel yang ditunjukkan oleh
tabel deskriptif 4.1 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif





DeviasiMinimum Maksimum Minimum Maksimum
PR 39 10.00 50.00 30.00 30.00 42.00 36.00 3.60
PA 39 3.00 15.00 9.00 9.00 14.00 10.95 1.49
PLA 39 3.00 15.00 9.00 9.00 15.00 10.97 1.71
EKA 39 3.00 15.00 9.00 9.00 13.00 10.90 1.42
AKIP 39 10.00 50.00 30.00 30.00 35.00 36.55 3.47
Sumber: Data diolah, 2014
4.2.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan dan
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dimana skala
atau instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurannya, atau memberikan hasil
ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Pada
penelitian ini semua pertanyaan dari perencanaan anggaran (PR), pelaksanaan
anggaran (PA), pelaporan anggaran (PLA), dan evaluasi kinerja (EKA)dapat
digunakan untuk diuji validitasnya. Data penelitian ini diukur dengan analisis
person correlation, dimana jika total dari analisis nilai < 0.05 maka data dikatakan
valid. Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas
Variabel Pearson Colleration(Validitas) Signifikan Keterangan
Perencanaan Anggaran 0.391* - 0.843** 0.014 – 0.000 Valid
Pelaksanaan Anggaran 0.547** - 0.931** 0.000 – 0.000 Valid
Pelaporan Anggaran 0.686** - 0.933** 0.000 – 0.000 Valid
Evaluasi Kinerja 0.554** - 0.923** 0.000 – 0.000 Valid
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah 0.440** - 0.820**
0.005 – 0.000 Valid
Sumber: Data diolah, 2014
**= signifikan 1%
* =signifikan 5%
4.2.2 Uji Reliabilitas Data
Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal
yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Suatu item
pernyataan/pertanyaan yang reliabel sudah pasti valid, tetapi item pernyataan-
pertanyaan yang valid belum tentu reliabel. Uji realibilitas ini menggunakan
tehnik Cronbach’s alpha (α). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan
reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas ( ri ) > 0,7
(Ghozali, 2011). Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Perencanaan Anggaran 0.820 Reliable
Pelaksanaan Anggaran 0.760 Reliable
Pelaporan Anggaran 0.815 Reliable




Sumber : Data diolah, 2014
4.2.3 Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki
distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila
sampel yang digunakan lebih dari 30. Pada penelitian ini peneliti menggunakan






Perencanaan Anggaran 0.516 0.952 Distribusi Normal
Pelaksanaan Anggaran 0.754 0.812 Distribusi Normal
Pelaporan Anggaran 0.534 0.899 Distribusi Normal
Evaluasi Kinerja 0.642 0.859 Distribusi Normal
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah 0.586 0.833 Distribusi Normal
Sumber : Data diolah, 2014
4.2.4 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada
tidaknya indikasi pada multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance
dan varian inflantion (VIF) (Ghozali, 2011).
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Tolerance VIF Keterangan
Perencanaan Anggaran 0.935 1.070 Bebas Multikolinieritas
Pelaksanaan Anggaran 0.921 1.096 Bebas Multikolinieritas
Pelaporan Anggaran 0.898 1.126 Bebas Multikolinieritas
Evaluasi Kinerja 0.890 1.127 Bebas Multikolinieritas
Sumber : Data diolah, 2014
4.2.5 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians
tidak konstan. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedasitas (Ghozali, 2011).
Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji





Perencanaan Anggaran 0.090 BebasHeteroskedastisitas
Pelaksanaan Anggaran 0.140 BebasHeteroskedastisitas
Pelaporan Anggaran 0.221 BebasHeteroskedastisitas
Evaluasi Kinerja 0.257 BebasHeteroskedastisitas
Sumber: Data dioleh, 2014
4.3 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda (multiple regression analysis). Pada penelitian ini hipotesis yang
diajukan adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan
anggaran, evaluasi kinerja yang mempengaruhi akuntantabilitas kinerja.
Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi
Variabel Koef Regresi t hitung Sig
Konstanta 66.858 9.950 0.000
Perencanaan Anggaran 0.013 0.170 0.866
Pelaksanaan Anggaran 0.457 3.570 0.000*
Pelaporan Anggaran 1.153 2.612 0.013*





Sumber : data diolah, 2014
Dari hasil uji di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai stastistik F adalah
19.564 dengan nilai signifikan 0.000, hal ini menunjukkan bahwa pengujiaan
hipotesis dapat dianalis lebih lanjut. Tabel diatas juga memperlihatkan bahwa
adjusted R2 sebesar 0.661 yang menunjukkan bahwa 66.1% akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Kota Bengkulu dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran,
pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja serta 33.9 % di pengaruhi oleh variabel
lain yang tidak diteliti, sedangkan perencanaan anggaran menunjukkan tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bengkulu.
4.4 Pembahasan
4.4.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang
memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan satuan uang.
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran tidak
berpengaruh terhadap akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah. Ini berarti
menjelaskan bahwa perencanaan anggaran di pemerintahan Kota Bengkulu belum
menunjukkan tingkat akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.
Seharusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu memiliki perencanaan
anggaran yang baik, perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan
dalam sebuah sistem untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu,
perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan harus sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Namun temuan dilapangan menunjukan bahwa perecanaan anggaran
tidak mempengaruhi akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah di Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Dukungan terhadap ditolaknya hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan sebelumnya oleh Haspiarti (2012) yang menyatakan bahwa
perencanaan anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
4.4.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Hipotesis kedua penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis kinerja
(ABK) komponen pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) pemerintah Kota Bengkulu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berarti
semakin baik  Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh SKPD pemerintah Kota
Bengkulu telah mampu menerapkan sistem anggaran yang berbasis terhadap
kinerja yang lebih baik.
Terbuktinya hipotesis ini sejalan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun
2007 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran mampu memandu
organisasi pemerintahan dalam tahap dilaksanakannya anggaran oleh semua unit
kerja yang ada di dalam pemerintah dengan ditandai dengan terlaksannya program
atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam tahapan perencanaan
anggaranmelalui kegiatan yang efektif dan efisien.
Terdapat dokumen dalam pelaksanaan anggaran yaitu membuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh
semua unit kerja yang ada di dalam instansi pemerintah untuk kepentingan
pengawasan setiap atasan membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisis
anggaran disampaikan pada redaksi. Dengan pelaksanaan anggaran yang
dilaksanakan sesuai dengan perencaanaan yang telah dibuat sebelumnya
diharapkan dapat terbentuknya suatu sistem yang saling koheren satu sama lain
hingga tercapainya kinerja yang diinginkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muda
(2005) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran  berpengaruh signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4.4.3 Pengaruh Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Hipotesis ketiga penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis kinerja
(ABK) komponen pelaporan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
pemerintah Kota Bengkulu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
pelaporan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berarti semakin baik
pelaporan anggaran yang dilakukan oleh SKPD pemerintah Kota Bengkulu telah
mampu menerapkan sistem anggaran yang berbasis terhadap kinerja yang lebih
baik.
Terbuktinya hipotesis ini sejalan denganPeraturan Menteri Keuangan
nomor 196 Tahun 2008 dan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 2 tentang
laporan realisasi anggaran yang menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran
adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit
dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi pengguna
laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Dengan
menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi. Serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevalusi kinerja pemerintah dalam hal
efesiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Haspiarti (2012) menyatakan bahwa pelaporan anggaran  berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4.4.4 Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Hipotesis keempat penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis
kinerja (ABK) komponen evaluasi kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) pemerintah Kota Bengkulu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berarti semakin baik
evaluasi kinerja yang dilakukan oleh SKPD pemerintah Kota Bengkulu telah
mampu menerapkan sistem anggaran yang berbasis terhadap kinerja yang lebih
baik.
Terbuktinya hipotesis ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 6
Tahun 2008 tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilakukanuntuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.
Evaluasi kinerja kinerja diharapkan dapat memandu dalam hal pengumpulan dan
analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dengan mengevaluasi
program atau kegiatan yang sudah dibuat, dilaksanakan hingga dalam bentuk
laporan realisasi anggaran pemerintah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Haspiarti (2012) menyatakan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
1. Perencanaan anggaran yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Kota Bengkulu terbukti tidak berpengaruh terhadap akuntabiitas
kinerja instansi pemerintahpada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini
menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum mampu membangun
akuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.
2. Pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabiitas kinerja
instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini
menunjukkan bahwa Pelaksanaan anggaran sudah mampu membangun
akuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.
3. Pelaporan anggaran yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabiitas kinerja instansi
pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaporan anggaran sudah mampu membangun akuntabilitas kinerja
pemerintah dengan baik.
4. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabiitas kinerja instansi
pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan
bahwa evaluasi kinerja sudah mampu membangun akuntabilitas kinerja
pemerintah dengan baik.
1.2 Implikasi Penelitian
Hasil penelitian tentang penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki
pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini mempunyai
implikasi sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Satuan
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Bengkulu dan seluruh Pemerintahan
Provinsi Bengkulu, untuk lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktor
yang mempengaruhi dalam pembuatan perencanaan anggaran pemerintah
Kota Bengkulu sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau
kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat agar
masyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran yang diberikan oleh
pemerintah pusat sehingga terciptanya good governance pemerintah daerah
yang baik dan good goverment serta akuntabilitas kinerja daerah tercapai.
2. Dalam hal pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perlu adanya
monitoring dari pemerintah pusat agar anggaran yang untuk pemerintah
daerah dapat sepenuhnya digunakan untuk keperluan program/kegiatan yang
telah disusun untuk menciptakan good governance pemerintah daerah yang
baik dan good goverment dengan ditandai tecapainya visi misi organisasi
melalui pengelolaan keuangan pemerintah yang baik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan
tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan anggaran berbasis
kinerja dalam hal (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan
anggaran dan evaluasi kinerja) terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di masa mendatang.
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